
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021;

1. Undang-Undang Nomor8Tabun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang
Undang Darurat Nomor3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor2756);

a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
wajib dan Iatau Urusan Pemerintahan Pilihan yang memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah kurun waktu 1
(satu) tahun;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa seluruh
Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan LembaranRepublikIndonesia Nomor5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambaban Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun
2011 Nomor310);
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PERATURANBUPATITENTANGRENCANAKERJAPERANGKAT
DAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2021.

MEMUTUSKAN:

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka MenengahDaerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor1447);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten TabalongTahun 2018 Nomor15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah
(LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten TabalongNomor02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
2017 Nomor02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(LembaranDaerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten TabalongTahun 2019 Nomor04);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong
Tabun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2020 Nomor26);
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15.KebijakanPembangunan adalah arahZtindakanyang diambiloleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

14. Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatifuntuk mewujudkanvisidan misi.

13.Misiadalah rumusan umum mengenaiupaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkanvisi.

12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periodeperencanaan.

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KabupatenTabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yangmenjadikewenangandaerah otonom.

3. KepalaDaerahyang selanjutnyadisebut Bupati adalah BupatiTabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yangmenjadikewenanganDaerah.

5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimilikiuntuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya samg, maupun peningkatan indeks
pembangunanmanusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingandi dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasiansumber daya
yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkunganwilayah/daerah dalamjangka waktu tertentu.

7. Rencana PembangunanJangka MenengahDaerah yang selanjutnya disingkat
RPJMDadalah Rencana PembangunanJangka MenengahDaerah Kabupaten
TabalongTahun 2019-2024.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode5 (lima)tahun.

9. Rencana KerjaPemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPDadalah
Rencana Kerja PemerintahDaerah Kabupaten Tabalongyang disusun setiap
tahun.

10. RencanaKerjaPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RenjaPerangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu)tahun.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKAPerangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan
dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rangcanganAPBD.

Pasal 1
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(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

: Pendahuluan;
: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
: Penutup.

a. BABI
b. BAB II
c. BABIII
d.BABIV
e. BABV

(2) Dokumen Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

(1) Rancangan Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan
Renstra dan RKPD.

Pasa14

(2) Tahapan penyusunan rancangan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun
2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan; dan
d. pelaksanaan forum perangkat daerahy lintas perangkat daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

(1) Program dan Kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah disusun
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;

Pasal3

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal2

17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.
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BERITADAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN2020 NOMOR

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

l:t d

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

ANANGSYAKHFIANI

ttd

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ~ 46\(M' ~>O

.BUPATITABALONG,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal5
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